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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 

Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah leluasa mengatur wilayahnya 

dan memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada 

di daerahnya tersebut. Namun, untuk menjaga adanya penyelewengan tanggung 

jawab maka dalam proses tersebut perlu dilakukan pengawasan yang ketat. 

Walaupun pada penerapannya otonomi hanya sampai pada tingakat 

kabupaten/kota, namun dalam hal ini secara esensi kemandarian, maka seharusnya 

perlu dimulai dari tingkat paling bawah yaitu desa karena sejak lama, 

pembangunan di tingkat desa selalu bergantung pada dana desa yang ada. 

Penyelewengan tanggungjawab biasa juga terjadi di tingkat pemerintahan 

desa, dimana masih banyak kepala desa yang menggunakan kesempatan dalam 

pelaksaan pembangunan di desa dan banyak yang hanya memperkaya diri sendiri 

dengan membuat aturan yang tidak sesuai dan tidak berpihak kepada masyarakat, 

contoh yang sering terjadi baik dilihat langsung maupun melalui pemberitaan 

media yaitu adanya bantuan yang tidak tepat sasaran dimana orang yang layak 

untuk mendapatkan bantuan akan tetapi dialihkan kepada orang yang tidak layak 

menerima bantuan atau orang yang memiliki ekonomi yang mapan dengan 

melalui merit system, bahkan beberapa kepala desa yang menyalahgunakan 

bantuan tersebut hanya karena ingin memperkaya dirinya sendiri walaupun 

konsekuensi yang mereka terima sangat berat ketika hal ini ketahuan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan. 
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Berangkat dari fenomena di atas, maka sudah saatnya pemerintah desa 

melaksanakan prinsip good governance yaitu adanya transparansi, jujur, adil dan 

merata serta akuntabel dalam hal pelaksanaan pembangunan desa agar semua 

kegiatan-kegiatan yang ada di desa betul-betul dapat diketahui oleh semua lapisan 

masyarakat apa lagi dengan menggunakan dana yang sangat besar yang harus 

dikelola dengan baik, efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan 

oleh semua masyarakat desa. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang 

yang mempunyai kaitan erat dengan efisiensi. 

Efektivitas selalu dihubungkan dari harapan dengan kenyataan artinya 

keadaan yang dilakukan oleh seseorang dalam memberikan hasil guna yang 

diharapkan oleh organisasi. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

proses pencapaian suatu tujuan penerimaan dana desa yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Oleh karena itu, seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa harus 

direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan 

seluruh lapisan masyarakat desa dan semua kegiatan wajib dipertanggung 

jawabkan baik secara administratif, teknis maupun secara hukum. 

Efektivitas itu sendiri ialah satu usaha yang dilaksanakan secara penuh dan 

bersungguh-sungguh sesuai yang diharapkan, selain dari pada itu efektivitas juga 

dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang tidak pernah berhenti dilaksanakan 

sebelum harapan yang diinginkan belum tercapai. Maka dari itu, dalam rangka 

mewujudkan efektivitas, maka pihak yang diberi kepercayaan betul-betul amanah, 

dapat dipercaya, memiliki dedikasi yang tinggi dan bertanggungjawab serta 

diharapkan memiliki kemampuan sehingga kualitas yang bagus. 
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Efektivitas kerja merupakan hal yang sangat krusial untuk menentukan 

keberhasilan pekerjaan, secanggih apapun alat yang digunakan dalam organisasi, 

namun peranan manusia sebagai sumber daya paling penting dan paling 

dibutuhkan keberadaannya dalam organisasi karena yang mengendalikan 

pekerjaan adalah manusia dan manusia sebagai pencipta gagasan dan ide-ide yang 

positif dan sebagai motor penggerak dari gagasan tersebut, organisasi inilah 

sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan ide-ide manusia tersebut. 

Pemerintah Indonesia dengan gencar-gencarnya mengusahakan peningkatan 

pelaksanaan pembangunan desa dengan menggolontorkan anggaran miliyaran di 

tingkat desa karena tidak dapat dielakkan bahwa desa merupakan garda terdepan 

dalam hal pembangunan percepatan ekonomi Indonesia, desa memberikan andil 

yang sangat besar terhadap pendapatan negara, oleh sebab itu bukan suatu hal 

yang berlebihan jika dikatakan bahwa perekonomian Indonesia seharusnya 

diawali dari desa karena masyarakat di desa merupakan pelopor pembangunan 

ekonomi bangsa. 

Dengan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah desa melalui suntikan 

dana desa yang begitu besar sehingga dibutuhkan sebuah  manejemen dan skill 

tapi bukan power seorang kepala desa yang diberi mandat untuk mengelola dana 

desa tersebut agar betul-betul bersinergi dengan program pemerintah sehingga 

terjadi pemerataan pembangunan dan tidak lagi terjadi ketimpangan kesejahteraan 

antara masyarakat yang tinggal di kota dengan masyarakat yang ada di desa, 

bukan sebaliknya bahwa kepala desa menggunakan kesempatan  untuk 

mengkropsi dana untuk kepentingan pribadinya dan dana desa harus dikelola 
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sesuai kebutuhan yang ada di desa dan direncanakan sebelumnya berdasarkan 

kesepakatan oleh semua unsur masyarakat yang ada di desa tersebut, dilaksanakan 

secara transparan, dievaluasi oleh semua pihak secara berkala dan harus 

dipertanggungjawabkan. 

Alokasi dana desa sebagaimana yang dijelaskan dalam PP Nomor. 72 tahun 

2005 bahwa salah satu sumber keuangan desa adalah bagian dari perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa 

sekurang-kurangnya 10 persen setelah dikurangi belanja pegawai yang 

pembagiannya setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. 

Dengan demikian dana desa harus betul-betul dilaksanakan sesuai peruntukannya 

berdasarkan kebutuhan desa yang sudah disepakati oleh semua pihak masyarakat 

desa. 

Adanya pengeloaan dana desa yang menitikberatkan pada pembangunan 

masyarakat pedesaan dimaksudkan dapat mendorong penanggulangan berbagai 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri 

tanpa menunggu lama datangnya program-program dari pemerintah kabupaten  

dan juga perencanaan partisifatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat 

langsung dapat mewujudkan beberapa kebutuhan yang tertulis dalam dokumen 

perencenaan di desa mereka. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan 

penelitian dengan mengangkat judul, “Analisis efektivitas pengelolaan dana desa 

di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato 
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1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan, ”Apakah pengelolaan dana desa di Desa Dulomo 

Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sudah efektif?”. 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

 

1.3.1. Maksud Penelitian 

 

Maksud dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan data-data 

yang berhubungan efektivitas pengelolaan dana desa. 

1.3.2. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas pengelolaan 

dana desa di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak, dalam hal ini, yaitu: 

 

1. Bagi Praktisi 

 

Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan bagi Kepala Desa pada 

umumnya dan khususnya bagi Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio 

Kabupaten Pohuwato untuk menyusun kebijakan pengelolaan dana desa 

pembangunan desa 

2. Bagi Akademisi 

 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan ilmu bagi penulis terutama dalam 

bidang keuangan serta penerapan teori-teori yang telah dipelajari ke dalam 

praktek sesungguhnya 
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3. Bagi Penulis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang akan 

melanjutkan penelitian ini lebih jauh dan sebagai referensi/bahan informasi 

bagi pihak lain yang mengadakan penelitian yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Desa 

 

Desa biasanya dikenal dengan kondisi masyarakatnya yang tradisional, 

kolot, dan miskin, namun desa sebenarnya memiliki kearifan lokal dan keluhuran 

yang luar biasa. Desa juga sebagai pelopor sistem demokrasi yang otonom dan 

berdaulat penuh. Dari dulu, desa mempunyai norma sosial dan tata cara 

pemerintahan masing-masing. Hingga kini pembangunan desa kerap dianggap 

sebelah mata oleh pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang desa yaitu desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pengertian desa menurut Agung 

(2005 : 17) desa merupakan unit organisasi pemerintah yang berada di desa dan 

berhadapan langsung dengan masyarakat dari berbagai latar belakang kepentingan 

dan kebutuhannya dan memiliki peranan yang sangat strategis khususnya dalam 

pelaksanaan tugas dalam bidang pelayanan publik. 

Menurut Bintarto (2009) desa merupakan suatu hasil perpaduan antara 

kegiatan sekolompok manusia dengan lingkungannya, hasil dari perpaduan itu 

adalah wujud pengejawantahan atas kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, 

dan tradisi yang dimiliki di satu daerah, dalam hubungan dan pengaruhnya secara 

timbal balik dengan daerah lain. 
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UU Nomor 32 Tahun 2004 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Sementara itu Widjaja (2003) mengemukakan bahwa, dalam 

bukunya “Otonomi Desa”menyatakan bahwa “Desa adalah kumpulan masyarakat 

hukum yang memiliki struktur yang original berdasarkan hak asal usul yang 

bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Winardi (1988) menyampaikan bahwa Desa dapat didefinisikan sebagai satu 

wilayah yang memiliki aturan untuk mengatur wilayahnya dan membentuk 

pemerintahnya sendiri. Artinya desa memilki hak atas daerahnya dalam rangka 

pembangunan kehidupan yang ada di desa dan hal itu dilakukan untuk 

kepentingan masyarakatnya. Pada pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa 

desa miliki kebutuhan dan kepentingan untuk masyarakat yang hanya diketahui 

dan bisa disediakan oleh masyarakatnya sendiri bukan dari pihak manapun. 

Selanjutnya dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa 

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari 
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sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui 

otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan 

pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk 

melaksanakan urusan pemerintah tertentu. 

 

2.2. Pengertian Efektivitas 

 

Efektivitas ialah dicapaiya tujuan yang telah ditentukan atau awal katanya 

biasa juga disebut dengan kata efektiv. Efektivitas juga biasanya dikaitkan dengan 

hubungan antara hasil yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang diharapkan. 

Dalam menilai efektivitas dapat dinilai dengan banyak cara yang berkaitan dengan 

efisiensi. Efektivitas atau biasa disebut hasil guna merupakan hubungan antar 

keluaran dengan target atau tujuan yang ingin dicapai. 

Mahmudi (2019 : 86) mengemukakan bahwa sesuatu dapat dinilai efektif 

jika terdapat hubungan antara output dan tujuan, jika kontribusi output besar 

terhadap tujuan yang ingin dicapai, maka semakin tinggi kinerja, aktivitas atau 

organisasi yang dijalankan. Jika efisiensi berfokus pada output dan ekonomi 

berfokus pada input maka pada dasarnya efektiv berfokus pada outcome (hasil). 

Sehingga sebuah organisasi, kegiatan, dan program dapat diilai efektiv jika output 

yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, atau dikatakan spending 

wisely. 

Abdul dan Iqbal (2019 : 163) mengungkapkan bahwa Efektivitas merupakan 

korelasi antara tujuan atau sasaran yang harus dicapainya dengan keluaran suatu 

pusat pertanggungjawaban Sementara itu Mardiasmo (2009 : 132) mengatakan 
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bahwa efektivitas ialah korelasi antara tujuanatau dikenal dengan kata sasaran dan 

keluaran yang yang dicapai.. 

Lebih lanjut menurut Mardiasmo (2009 : 4) efektivitas adalah tingkat 

pencapaian output atas program dengan sasaran yang ditentukan. Perbandingan 

efektivitas atau rasio efektivitas menampilkan kesanggupan pemerintah dalam hal 

merealisasikan penghasilan dengan biaya penghasilan yang telah ditentukan. 

Mardiasmo (2009: 132), mengemukakan bahwa parameter efektivitas 

memberikan gambaran bahwa capaian dampak (outcome) dan output atau hasil 

dari sebuah program. Jadi semakin tinggi partisipasi output yang telah didapatkan 

terhadap sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, maka semakin tinggi pula 

niliai efektivitas pada suatu proses kinerja sesbuah organisasi. 

Efektivitas ialah standar berhasil atau tidaknya sebuah organisasi dalam 

rangka mencapai tujuannya. Jika sebuah organisasi telah berhasil mecapai target 

yang telah ditentukan, maka organisasi itu dapat dikatakan efektif dalam 

menjalankan roda organisasinya. Efektivitas hanyalah menilai apalah sebuah 

aktivitas kinerja organisasi telah sesuai dengan saran yang ingin dicapai. 

Efektivitas ialah rasio antara target atau tujuan yang telah ada dengan 

pecapaian hasil yang didapatkan, semakin besar hasil yang yang diperoleh 

dibandingkan dengan target yang telah dibuat maka semakin besar juga nilai 

efektivitasnya. 

Tetapi Sesuatu yang efektif belum tentu bisa dikatakan efisien, begitu pula 

sebaliknya sesuatu yang efisien belum tentu efektif. Dengan begitu istilah efektif 

ialah melaksanakan aktivitas organisasi dengan benar serta suseaui dengan cara 
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yang tepat untuk menggapai sebuah tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan 

istilah efisien ialah capaian dari sebuah usaha lebih besar dari usaha yang telah 

dilakaukan. Efektivitas yaitu kesenimbungan dari kata efisien, maka dari itu kata 

efektivitas mengartikan bahwa sejauh mana tingkat keberhasilan yang diperoleh 

dari sebuah keputusan yang awal dan efektivitas ini bisa diartikan evaluasi dari 

aktivitas organisasi yang telah direncanakan sebelumnya. Setiawan (2009), 

(http://www.suarapembaruan.com), diakses, 22-01-2022. 

Mulyadi (2001) mengartikan efektif sebagai suatu pelaksanaan terencana 

yang memerlukan pengendalian agar dapat mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan. Bekerja secara efektif merupakan suatu perwujudan dari sisitem yang 

baik, sehingga semua kegiatan dapat terkontrol oleh selain itu bisa diperoleh 

informasi-informasi yang penting bagi pimpinan perusahaan untuk menilai 

perkembangan perusahaan, serta kebijakan apa yang ditempuh perusahaan dimasa 

yang akan datang agar perkembangan perusahaan lebih baik lagi. 

Menurut Rangkuti (2001) Efektifitas adalah upaya mengerjakan semua 

pekerjaan secara tepat (thing the right job) dengan menggunakan seluruh potensi 

sumber daya yang dimiliki dan sesuai dengan tujuan operasional. Adapun 

Efektifitas berdasarkan pengertian Kamus Lengkap Ekonomi yaitu tingkat dimana 

kinerja yang sesungguhnya (aktual) sebandingan dengan tingkat kinerja yang 

ditargetkan sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang optimal. 

Kemudian pengertian efektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 

Kedua (1994) adalah dapat membawa hasil, berhasil guna, sedangkan keefektifan 

pengertiannya adalah keberhasilan dari usaha atau tindakan. 

http://www.suarapembaruan.com/
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Menurut Siagian (2006), efektivitas ialah rasio yang positif antara capaian 

dengan masukan yang digunakan dalam menyelaraskan kinerja dengan tepat pada 

waktu memperoleh tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. 

Menurut Siagian dalam Mansur (1996) hala-hal yang perlu diperhatikan  

agar kegiatan itu berlangsung efektif adalah kepastian tujuan yang akan digapai. 

Kepastian strategi pencapaian tujuan proses analisa dan perumusan 

kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang penyusunan program yang 

mantap tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan efektif dan efisien sistem 

pengawasan dan pengendalian yang sifatnya mendidik. 

Pada definisi atau batasan penjelasan yang dikemukakan oleh para ahli di 

atas, maka dapat dikatakan bahwa yang menjadi penguatan dari penjelasan 

efektivitas ialah pada pencapaian sasaran. Perihal itu menjadi tolak ukur guna 

memutuskan efektiv atau tidanya tujuan atau sasaran yang ditentukan, atau bisa 

juga dikatakan guna mengukur tingkat efektivitas ialah dengan rasio antara tujuan 

dan capaian yang telah ditetapkan dengan hasil yang tengah digapai. 

Selanjutnya Handayaningrat (1986) mengemukakan bahwa efektivitas 

adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang yang sedang melaksanakan 

suatu aktivitas kegiatan untuk melahirkan hasil dari pekerjaan itu. 

Cahyono (1983) mengatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan diri 

setiap perangkat kerja baik kerja manusia maupun bukan manusia yang 

melahirkan suatu hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Sesuai dengan penjabaran diatas, bisa disimpulkan bahwa efektivitas pastinya 

memilki kaitan dengan dilaksanakannya tugas inti, terwujudnya sasaran, tepat 
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waktu dan lahirnya pastisipasi aktif dari semua anggota. Terkait efektivitas 

biasanya berkaitan erat dengan rasio antara target yang ditentukan dengan hasil 

yang dicapai, atau rasio antara hasil yang ada dengan hasil yang ditergetkan. Tipe 

efektivitas jangka pendek menunujukan kurun waktu sekitar satu tahun, dengan 

kreteria kepuasan, efisiensi dan barang dengan kriteria pertumbuhan serta  

keahlian beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Lain dari pada hal itu, kriteria 

efektivitas jangka panjang ialah mengetahui waktu yang akan datang (diatas lima 

tahun) dipakai kriteria keahlian guna mempertahankan keberlangsungan hidup  

dan keahlian guna merencanakan strategi di masa yang akan datang. 

Pengertian efektivitas kinerja anggota ialah sebuah kondisi terwujudnya 

sasaran yang diinginkan atau diharapkan melalui penyelesaian pekerjaan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun definisi efektivitas menurut para  

ahli diantaranya sebagai berikut : 

Menurut Robbins dalam Tika, (2006), efektivitas secara singkat ialah 

sebagai tingkat pencapaian entitas jangka panjang dan pendek. Sementra itu 

Kasihadi (1993) mengemukakan bahwa sebuah kondisi yang menampilkan 

seberapa jauh hal yang telah ditargetkan dapat terwujud. Semakin bejibun sasaran 

yang digapai, semakin efektif juga aktivitas itu. Selanjutnya menurut Ridwan dkk 

(2001) bahwa efektivitas ialah ketepatgunaan hasil, untuk menunjang sebuah 

aktivitas dalam mencapai sasaran. 

Efektivitas ialah rasio antara sasaran atau target yang telah ditetapkan 

dengan perolehan yang ada, semakin besar perolehan yang ada dibanding dengan 
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sasaran yang ditetapkan semakin besar pula efektivitasnya. Gibson (1994) 

mengatakan efektivitas menggambarkan seluruh siklus input-proses-output. 

Efektivitas dapat diartikan sebagai sebuah proses pencapaian sasaran 

melalui pendayagunaan sumber daya yang ada. Jika teori efektivitas disatukan 

dengan teori budaya organisasi, maka efektivitas kinerja ialah tingkat pretasi 

sebuah entitas dalam menggapai sasarannya, artinya sejauh mana sasaran yang 

telah ditetapkan dapat digapai. 

Efektivitas bisa diartikan sebagai sebuah keberhasilan perwujudan sasaran 

entitas dari dua sudut pandang. Sudut Pandang pertama, dari sisi “capaian” maka 

sasaran atau tujuan yang diinginkan telah terwujud. Kedua dari sisi usaha yang 

telah dilalui atau telah dilakukan telah terwujud, sesuai dengan yang telah 

ditetapkan. Dengan demikian efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat pecapaian 

sebuah sasaran tertentu, baik dilihat dari sisi hasil, maupun dari sisi usaha yang 

ditakar dengan mutu, jumlah serta ketepatan waktu sesuai dengan prosedur dan 

takaran takaran tertentu, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sebuah aturan. 

Menurut Gibson et al. (1994), tiapa-tiap tingkata efektivitas dapat dilihat 

sebagai sebuah sebab variabel oleh variabel lain (ini berarti sebab efektivitas). 

Sesuai dengan pendapat Gibson di atas dapat difinisikan bahwa pada efektivitas 

individu terdiri dari atas banyak penyebab antara lain keterampilan, pengetahuan, 

pengetahuan, sikap, motivasi, kemapuan dan stress. Efektivitas kelompok terdiri 

dari atas banyak penyebab yaitu keterpaduan, struktur, status, kemimpinan, peran 

dan adab-adab. Untuk efektivitas entitas atau organisasi terdiri dari atas banyak 
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penyebab anatarnya, tekonologi, strategi, lingkungan, kultur dan proses. Semua 

hal itu memilki sebab variabel dari variabel lainnya. 

Dari pengertian yang diungkapkan oleh para ahli di atas, dapat dijelaskan 

bahwa efektivitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan yang 

didukung oleh berbagai sumber daya yang ada dalam suatu aktivitas kerja. 

Perihal efektivitas biasanya memilki kaitan erat dengan rasio antara tingkat 

capaian sebuah hasil yang nyata dengan hasil yang direncanakan. Kriteria 

efektivitas janglka pendek 

Kriteria efektifitas jangka pendek untuk menunjukan hasil dalam kurun 

waktu sekitar satu tahun, dengan kriteria kepuasan, efisiensi dan produk dengan 

kriteria perkembangan serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya. 

Sementara criteria efektivitas jangka panjang adalah untuk menilai waktu yang 

akan datang (di atas lima tahun) digunakan kriteria kemampuan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup dan kemampuan memuat perencanaan 

strategi bagi kegiatan di masa depan. 

Efektivitas setiap entitas dapat dipengaruhi oleh sikap anggotanya, 

dikarenakan sumber daya yang umum bagi semua entitas. Kerja sebuah organisasi 

tergantung kerja irang per orang, dan manajer/pimpinan harus memiliki keahlian 

lebih dari sekedar dari memilki ilmu pada hal penentuan kerja orang per orang. 

Menurut Gie The Liang (1991), bahwa faktor-faktor yang memengaruhi tingkat 

efisisensi dan efektivnya sebuah pekerjaan adalah (1) motivasi kerja, (2) suasana 

kerja, (3) perlengkapan dan fasilitas, (4) keahlian kerja, dan (6) prosedur kerja. 
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Uraian di atas dapat menjelaskan sebuah gambaran bahwa faktir-faktor yang 

memengaruhi efektivvitas kinerja dalam motivasi kerja yaitu orang per  orang 

yang diakibatkan dalam sebuah perubahan kinerja, keahlian kinerja, ialah keahlian 

kinerja orang per orang pada saat menghadapi pekerjaanya. Suasana tempat kerja 

ialah kondiasi sebuah organisasi atas hubungan dengan individu, lingkungan kerja 

ialah kondisi diluar yang memberikan pengaruh terhadap kinerja seseorang, 

perlengkapan dan fasilitas pada ialah perlengkapan yang dimilki sebuah entitas 

guna dilajankan oleh anggota pada entitas tersebut, prosedur kerja ialah aturan- 

aturan yang ditentukan oleh entitas kepada setiap anggota pada saat melakukan 

pekerjaanya. 

Siagian (2003) mendefinisikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber 

daya, fasilitas dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditentukan diawal guna 

mendapatkan sejumlah barang atas jasa aktivitas yang dilakukannya. Efektivitas 

menampilkan tingkat kesuksesan dari segi tidak atau tercapainya tujuan yang telah 

ditentukan. Jika hasil aktivitas semakin mendekati tujuan, hal mengartikan 

bahawa semakin tinggi tingkat efektivitasnya. 

Dari beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli tersebut, maka 

diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas ialah menampilkan keberhasilan atau 

ketidakberhasilan dalam sebuah perwujudan sasaran yang telah ditentukan 

dibandingkan dengan hasil yang didapatkan. Efektivitas Pengelolaan dana desa 

menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam memanfaatkan anggaran yang 

diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang 

telah ditargetkan pada saat dilakukan musrembang. 
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2.3. Ukuran Efektivitas 

 

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan cara membandingkan antara 

rancangan yang telah ada dengan hasil yang dicapai. Namun, apabila kinerja atau 

hasil usaha dan perilaku yang dilakukan tidak sesuai sehingga mengakibatkan 

sasaran tidak tercapai atau tujuan yang diharapkan, maka dari itu dapat dikatakan 

tidak efektif. Adapun kriteria atau takaran mengenai pencapaian sasaran efektif 

atau tidak, sebagaimana disampaikan oleh Siagian (2003), yakni: 

1. Kejelasan sasaran yang ingin dicapai, hal ini dilakukan agar pekerja pada saat 

melaksanakan tugas mencapai tujuan yang terarah dan sasaran instansi dapat 

terwujud. 

2. Kejelasan siasat perwujudan sasaran, telah diketahui bahwa siasat ialah “pada 

jalan” yang diikuti dalam melaksanakan pelbagai upaya untuk menggapai 

tujuan-tujuan yang ditetapkan agar para implementer tidak salah dalam 

pencapaian sasaran entitas. 

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang bagus, berkaitan dengan sasaran 

yang ingin digapai dan siasat yang telah ditentukan artinya kebijakan harus 

mampu menjembatani sasaran-sasaran dengan usaha-usaha pelaksanaan 

aktivitas operasionalisasi. 

4. Perencanaan dan Penyusunan program yang mantap, pada dasarnya berarti 

memutuskan sekarang apa yang akan dilkakukan oleh entitas dimasa depan 

serta sebuah rencana yang bagus masih perlu didefinisikan dalam agenda- 

agenda pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para emplimenter akan 

kurang memiliki dasar dalam bertindak dan bekerja. 
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5. Dengan adanya sarana dan prasarana kerja, salah satu faktor efektivitas 

organisasi ialah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan 

prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh entitas. 

6. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, seberapa bagusnya sebuah agenda kerja 

namun tidak dilakukan dengan efektif dan efisien maka tidak akan terwujud 

sasaran yang ingin dicapai, karena dengan pelaksanaan entitas semakin 

dikaitkan dengan sasarannya. 

 

2.4. Pengertian Alokasi Dana Desa 

 

Dengan adanya aturan terkait pengunaan dana desa oleh pemerintah yang 

telah memiliki dasar hukum, oleh karena itu secara langsung aturan itu akan 

menjadi pedoman dalam melaksankan roda pemerintahan ditingkatan desa. 

Alokasi Dana desa ialah anggaran yang dimilki desa yang berasal dari bagi 

hasil pajak daerah dan hasil dari perimbanagan anggaran pusat dan aderah yang 

digelontorkan oleh pemerintah daerah. Alokasi Dana Desa berasal dari APBD 

Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan keuangan Pusat 

dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % 

(sepuluh persen). (Permendagri Nomor 37 tahun 2007). 

Simanjuntak dan Hidayanto dalam Sidik (2002) mengemukakan bahwa 

perencanaan alokasi anggaran bantuan harus mempunyai sifat berkecukupan, 

fleksibel dan stabil. Berkecukupan mengartikan bahwa alokasi anggaran bisa 

menutupi keperluan anggaran pemerintah daerah. Fleksibel mengartikan bahwa 

besar dana alokasi disesuaiakan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan 
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stabil dapat diartikan bahwa adanya kejelasan bagi pemerintah daerah untuk 

mendapatkan porsi anggaran. 

Semntara itu Sahdan (2004) mendefinisikan bahwa Alokasi Dana Desa 

selanjutnya disebut ADD ialah anggaran responsivitas Negara untuk memberikan 

biaya kewenangan desa kewengan desa mencakup : 

a. Kewenangan asal usul (mengelola sumberdaya alam, peradilan adat, 

membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui (rekognisi) 

oleh Negara 

b. kewenangan atributif organisasi local (perencanaan, tata ruang, ekologi, 

pemukiman, membentuk organisasi local dan lain lain) yang ditetapkan oleh 

pemerintah melalui undang-undang 

c. kewenangan delegatif administratif dari delegasi atau tugas pembantu dari 

pemerintah 

Demikian halnya yang dinyatakan oleh Widjaja (2003) menyebutkan bahwa 

Alokasi Dana Desa (ADD) ialah dalam rangka menumbuhkan pendayagunaan, 

kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa melalui anggaran dan APBD 

kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah baik itu kanupaten 

dan provinsi diharapkan bisa merealisasikan anggaran APBD masing-masing 

sejumlah 10% untuk dana Alokasi Dana Desa (ADD). 

Sementara itu, Hanif Nurcholis (2011) mengemukakan bahwa  Alokasi 

Dana Desa (ADD) ialah anggaran yang berasal dari anggaran APBD Kabupaten 

yang didistribusikan dengan sasaran pemerataan kekuatan keuangan antar desa 
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guna mendanai keperluan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, 

pelaksanaan pembagunan dan pelayanan masyarakat. 

Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah yang ada di desa didanai oleh 

anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa), bantuan pemerintah pusat dan 

daerah. Pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang dilkasanakan oleh pemerintah 

desa dianggarkan melalui APBD. Pelaksanaan urusan pemerintah pusat 

dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sumber penghasilan desa terdiri atas: 

a. Pengahasilan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa seperti 

BUMDES, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan 

desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong. 

b. Mendapat bagian dari hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota 

 

c. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

 

d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; 

e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 

 

f. Pinjaman desa 

 

APB Desa terdiri atas bagian Penghasilan Desa, Belanja Desa dan 

Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan 

pembangunan (MUSREMBANG) desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan 

APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. 

Alokasi Dana Desa ialah anggaran yang didapatkan pemerintah desa dari 

pemerintah kabupaten/kota yang berasal dari anggaran perimbangan keuangan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. 
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Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADDK) merupakan wujud dari pemenuhan hak- 

hak mereka yang tinggal di desa dalam penyelenggaraan Otonomi Desa guna 

mempercepat penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, 

mengembangkan potensi desa serta meningkatkan infrastruktur desa. 

Selanjutnya dalam BAB VII Pasal 26 dikatakan bahwa : 

 

1. Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan juga 

meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa 

melalui pembangunan dalam skala desa; 

2. Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) tahun berjalan. 

3. Besaran Alokasi Dana Desa adalah 10% dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD). 

 

2.5. Pegertian Pengelolaan dan Dana Desa 

 

2.5.1. Pengertian Pengelolaan 

 

Pengelolaan sama halnya dengan manajemen, yang diartikan sebagai bentuk 

usaha untuk mengatur atau mengurusi. Pengelolaan yaitu sebuah rangkaian 

pekerjaan atau usaha yang dilaksanakan oleh kumpulan masyarakat guna 

melaksanakan rangkaian pekerjaan dalam menwujudkan tujuan tertentu. 

Disebutkan manajemen dikarenakan terjadi. Sementara itu, Nanang Fattah (2004) 

menyatakan bahwa pada proses manajemen melibatkan tugas-tugas inti yang 

dimunculkan oleh seorang manajer atau pemimpin, yaitu perencanaan (planing), 

pengorganisasian (organising), pemimpin (leading), dan pengawasan 

(controlling). Maka dari itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, 
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mengorganisir, memimpin dan juga dapat mengendalikan upaya entitas dengan 

segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. 

Menurut Shyhabuddin Qalyubi, (2007) bahwa manajemen ialah sebuah 

kegitan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Usaha- 

usaha para kader organisasi dan pendayagunaan sumber daya organisasi lainnya 

guna mencapai sasaran organisasi yang telah ditentukan. Stoner menegaskan 

bahwa manajemen dibebankan pada proses dan sistem. Maka dari itu, jika dalam 

sebuah sistem dan proses perencanaan, pengorganisasin, pengarahan, 

penganggaran, dan sistem pengawasannya kurang baik, proses manajemen secara 

keseluruhan akan tidak lancar sehingga capaian atas tujuan akan memilki 

gangguan atau akan mengalami kegagalan. 

Atas dasar penjabaran diatas dapat diartiak secara garis besar tahap-tahap 

pada saat melaksanakan manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan ialah suatu keadaan untuk merancang 

aktivitas atau kegitan dan menjadi hal yang sangat penting, pengelolaan adalah 

proses yang harus dilakukan dalam sebuah proses kerja organisasi, kemudian 

pengorganisasian dikaitkan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah 

ditentukan. Sementara itu pengarahan dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu 

yang digapai dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses 

monitoring aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok 

memperolah dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien 

untuk mencapai tujuan. 
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2.5.2. Pengertian Dana Desa 

 

Pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa 

yang karena jabatannya memperoleh kewenangan itu.Yusran Lapananda dalam 

bukunya hukum pengelolaan keuangan desa (2016: 21-22) mengemukakan bahwa 

dalam pengelolaan keuangan desa ada kekuasaan otorisasi yaitu kekuasaan dalam 

mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan desa atau 

pengeluaran menjadi belanja desa yang diwujudkan dalam APBDesa yang 

ditetapkan dalam perdes serta kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan 

dengan tugas bendahara dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan 

keuangan desa. 

Dalam undang-undang Nomor.6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa 

keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang 

ataupun barang yang merupakan pendapatan, belanja ataupun pembiayaan yang 

bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja 

negara serta alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang 

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayan masyarakat. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang Tata cara 

Pengalokasian, Penyaluran, Pengunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa 
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pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus berdasarkan pada 

pedoman umum penggunaan dana desa dan pedoman teknis dari bupati atau 

walikota. Selain untuk kegiatan yang telah diprioritaskan, dana desa juga dapat 

digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas setelah 

mendapat persetujuan dari bupati/walikota yang diberikan pada saat evaluasi 

rancangan peraturan desa mengenai APBDesa. Dengan adanya aturan-aturan 

tersebut maka penggunaan dana desa oleh pemerintah telah memiliki dasar 

hukum, maka dari itu secara langsung peraturan tersebut menjadi landasan dalam 

melaksanakan roda pemerintahan di desa dan pemerintah desa sebagai lembaga 

ekskutif di desa. 

 

2.6. Kerangka Pikir 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka kerangka pikir pada 

penelitian ini, yaitu : 

 

 

 

 

Gambar.2.1. Kerangka Pikir 

ANALISIS EFEKTIVITAS 

ALOKASI DANA DESA 

DESA DULOMO 

KECAMATAN PATILANGGIO 

EFEKTIF 
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2.7. Hipotesis 

 

Diduga bahwa pengelolaan dana desa di Desa Dulomo Kecamatan 

Patilanggio Kabupaten Pohuwato belum efektif 
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BAB  III 

 

OBYEK DAN METODE PENELITIAN 
 

 

3.1. Obyek Penelitian 

 

Adapun obyek dalam penelitian ini adalah efektivitas Alokasi Dana Desa 

yang berlokasi pada Desa Dulomo.Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. 

3.2 Metode Penelitian 

 

Metode penelitian merupakan merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk 

mendapatkan data yang bersifat dapat diukur, logis dan tersusun dengan baik yang 

memiliki ciri khas tertentu dengan menggambakan derajat kepekaan antara data 

yang sebenarnya terjadi terhadap subyek dengan data yang didapatkan dari 

peneliti berdasarkan karakteristik tertentu yaitu valid. 

3.2.1. Operasional Variabel 

 

Operasionalisasi variabel yaitu suatu variabel yang didefinisikan  agar 

supaya memiliki arti dan kejelasan sasaran yang akan dilakukan oleh peneliti 

sehingga variabel tersebut dapat terukur. Menurut Sugiyono (2012 : 58) variabel 

penelitian merupakan segala bentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti dan 

mempelajarinya agar memperoleh data terkait dengan informasi yang didapatkan 

lalu ditarik kesimpulan. Dengan demikian, definisi operasional dalam penelitian 

ini, yaitu: 

Tabel. 3.1 Operasional Variabel 

Variabel Indikator Skala 

Efektivitas Kejelasan sasaran yang ingin 

dicapai 

Ordinal 

Kejelasan strategi perwujudan 
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 sasaran  

Proses analisis dan perumusan 

kebijakan 

Perencanaan dan Penyusunan 

program 

adanya sarana dan prasarana kerja 

Pelaksanaan yang efektif dan 

efisien 

Sumber: Siagian (2003) 

 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dengan cara : 

 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

 

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan 

literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data-data 

yang dapat diperoleh lewat penelitian kepustakaan ini berupa data 

sekunder. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

 

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu 

data yang akan dianalisis selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. 

Data primer ini terutama diperoleh dari lokasi penelitian dengan cara 

sebagai berikut : 

1. Dokumentasi, ialah proses pengumpulan data yang dilaksanakan 

dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya 

dengan masalah yang diteliti. 
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2. Kuisioner, ialah proses menyebarkan angket yang berisi pertanyaan- 

pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

3.2.3. Jenis dan Sumber Data 

 

1. Jenis Data 

 

Untuk mendukung penelitian, maka jenis data yang digunakan berupa: 

 

a. Data Kuantitatif 

 

Data Kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung berupa data dalam 

bentuk angka-angka, baik diperoleh langsung maupun telah diolah 

(misalnya jumlah pegawai yang bekerja pada obyek tersebut dan  

unsur yang terkait dalam penulisan ini). 

b. Data kualitatif 

 

Data kualitatif yaitu data yang tidak diwujudkan berupa angka atau 

data yang merupakan penjelasan-penjelasan dan informasi tertulis dan 

lisan yang diperoleh dari para responden (antara lain berupa data 

dalam bentuk laporan-laporan, keterangan-keterangan, serta data 

pendukung Iainnya yang dibutuhkan). 

2. Sumber Data 

 

Sumber Data adalah segala sesuatu yang diketahui atau dianggap 

mempunyai sifat bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau 

persoalan Supranto (2001). Data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Data Primer 
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Menurut Algifari (2000), data primer merupakan data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara), yaitu data 

yang diperoleh dari lokasi penelitian dalam hal ini Desa Dulomo. 

Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Data primer yang ada 

dalam penelitian ini merupakan data kuesioner. 

b. Data Sekunder 

 

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) atau dari 

berbagai sumber diluar obyek penelitian (seperti literatur-literatur, 

jurnal, telaah pustaka, buletin-buletin dan bahan-bahan tertulis lainnya 

yang merupakan sumber data pendukung). 

3.2.4. Sampel Penelitian 

 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 41 orang yang terdiri dari Kepala Desa 

1 orang, Sekretaris Desa 1 orang, Bendahara 1 orang, aparat desa 12 orang, 

tokoh agama 4 orang, tokoh pendidik 7 orang, tokoh adat 5 orang, Kadus 4 

orang, BPD 6 orang. 

3.5. Metode Analisis Data 

 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Deskritif Persentase. Metode ini digunakan untuk mengkaji efektivitas Alokasi 

Dana Desa di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. 

Deskriptif persentase ini diolah dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah 

responden dikali 100 persen, seperti dikemukan oleh Sudjana (2010) sebagai 

berikut: 
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f 

 

P =  X 100 % 

N 

Untuk memperjelas efektif atau tidaknya pengelolaan Alokasi Dana Desa, 

maka peneliti mengacu pada formulasi persentasi rentang skala. Adapun hasil 

perhitungannya, yakni : 

Bobot terendah X item X jumlah responden = 1 x  1  x  41  =  41 

Bobot tertinggi X item X jumlah responden = 5 x 1 x 41 = 205 

Dari perhitungan rentang bobot terendah sampai pada bobot tertinggi 

adalah sebagai berikut: 

205 – 41 

 

Rentang Skala =  = 32,8 atau dibulatkan 33 

5 

Berdasarkan hasil perhitungan bobot tersebut di atas, maka rentang skala 

pengukuran terhadap skor item dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1. Rentang Skala Pengukuran Terhadap Skor Item 

Range Kategori 

177 - 210 Sangat Efektif 

143 - 176 Efektif 

109 - 142 Kurang Efektif 

75 - 108 Tidak Efektif 

41 - 74 Sangat Tidak Efektif 

Sumber : Data Olahan, 2022 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten 

Pohuwato 

Dulomo terbentuk pada tahun 2008 atas prakarsa daan perjuangan para 

tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh agama desa saat itu. 

Luas desa sekitar 27,64 km dengan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2016 

adalah 1.251 jiwa atau 374 kk dengan jumlah dusun sebanyak 4 dusun. Sebagian 

besar penduduk Desa Dulomo memeluk agama Islam dengan jumlah suku sekitar 

tiga suku yakni suku gorontalo, jawa dan minahasa. 

Desa Dulomo masuk ke dalam wilayah Kecamatan Patilanggio di mana 

sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukamakmur, sebelah selatan berbatasan 

dengan Desa Manawa, sebelah barat berbatasan dengan Desa Imbodu dan sebelah 

timur berbatasan dengan Desa Balayo. Mata pencaharian utama masyarakat 

adalah petani, dimana untuk petani ini didominasi oleh petani dengan luas wilayah 

tanaman jagung saat ini kurang lebih 412 ha dengan jumlah kelompok tani sekitar 

25 kelompok. Adanya potensi sumber daya alam yang dimiliki Desa Dulomo 

menjadi sumber pendapatan masyarakat. Sampai saat ini, hubungan yang 

terbangun antar warga dengan sistem pemerintahan desa berjalan dengan baik, 

artinya stiap ada kegiatan yang dilaksanakan di Desa Dulomo, pemerintah desa 
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selalu melibatkan masyarakatnya duduk bersama untuk memutuskan segala yang 

akan menjadi agenda di Desa Dulomo. 

Pada tahun 2008 – 2014 kepala desa yang pertama terpilih sebagai kepala 

desa yaitu Bapak Heriyanto Aluwi Huwili dan akhir masa jabatannya digantikan 

oleh Bapak Kiasmin Hamzah, S. AP selama satu tahun yaitu tahun 2015 – 2016, 

kemudian Desa Dulomo pada tahun 2016 telah menjalankan pemilihan kepala 

desa kembali secara serentak dan dimana yang terpilih sebagai kepala desa yang 

defenitif yakni Bapak Heriyanto Aluwi Huwili untuk periode 2016 - sekarang. 

 

4.1.2. Visi dan Misi Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten 

Pohuwato 

a. Visi 

 

”Menciptakan suasana kondusif dalam rangka melaksanakan 

pemerintahan, pembangunan sosial dan kemasyarakatan serta membangun 

Desa Dulomo lebih bermartabat menuju Pohuwato Madani”. 

b. Misi 

 

Adapun misi Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato 

sebagai penjabaran dari visi yang dimiliki, yaitu: 

1. Menyatukan persepsi, pandangan, pendapat bersama lembaga-lembaga 

serta organisasi yang ada di Desa Dulomo untuk menciptakan pelayanan 

yang lebih maksimal terhadap masyarakat Desa Dulomo. 

2. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui program 

pertanian, peternakan serta program pemberdayaan lainnya guna 

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat 



46  

KADUS LUPITA 

AMIN IBRAHIM, S,IP 

KADUS MOOTILANGO 

YEMAN PULUBUHU 

KADUS DEWU 

ALDIYANTO MIOLO, S. IP 

KADUS DAMAI 

HERIANTO ALUWI HUWILI 

KEPALA DESA 

YUYAN HAMZAH, SP 

KAUR UMUM 

RIVAN HAMZAH, S.IP 

SEKRETARIS DESA 

 

 

3. Mewujudkan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara 

gratis 

4. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan 

dana terhadap masyarakat yang berhajat baik suka maupun duka sejumlah 

Rp 500.000 / Rumah Tangga yang berhajat. 

4.1.3. Struktur Organisasi Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten 

Pohuwato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi 

KASIE PEMERINTAHAN 

RISMAN IGRISA, S.IP 

  

KASIE PEMERINTAHAN 

RISMAN IGRISA, S.IP 

 

KASIE KESEJAHTERAAN KASIE PEYANAN 

STEVAN MIOLO, S. IP MARYAM MATOKA 

 

KAUR PERENCANAAN 

SRI YUNITA MAKUTA, SP 

  

 

STAP KANTOR DESA 

 

KAUR KEUANGAN  

MARYAM MATOKA  

  

 OPERATOR SIMKEUDES 

 ENDRIK IGRISA, S.KOM 

 

IRWAN HULINGGI, SP 
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4.2. Deskripsi Responden 

 

Dalam bab ini penulis melakukan pendeskripsian responden dari data-data 

yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan maksud untuk megetahui 

karaktristik yang berbeda yang dimiliki oleh setiap responden dan selanjutnya 

akan dilakukan analisis tentang karakteristik responden tersebut. Adapun  

deskripsi responden tersebut adalah sebagai berikut: 

 

4.2.1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Deskripsi responden dilakukan untuk mengetahui jumlah responden 

berdassarkan jenis kelamin yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun 

deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin sebagaimana pada tabel 4.1. 

berikut: 

Tabel 4.1. 

 

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin 
Jumlah Reponden 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

Laki-laki 30 73 

Perempuan 11 27 

Jumlah 41 100 

Sumber : Data Primer diolah, 2022 

 

Berdasarkan tabel 4.1. di atas, menunjukkan bahwa jenis kelamin yang 

terlibat sebagai responden adalah 30 orang atau 73% yang berjenis kelamin laki- 

laki dan 11 orang yang berjenis kelamin perempuan 11 orang atau 27% dari 

jumlah responden sebanyak 41 orang. 

Secara riil menunjukan bahwa responden yang betul-betul memahami dan 

subjektif dalam menilai alur pengelolaan dana desa di Desa Dulomo Kecamatan 
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Patilanggio didominasi oleh laki-laki. Demikian pula secara teori, hal ini wajar 

karena pada umumnya laki-laki lebih bijaksana memutuskan sebuah perkara 

karena menggunakan akal sehatnya dibandingkan dengan perempuan yang lebih 

mengutamakan emosinya. 

 

4.2.2. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 

 

Deskripsi responden dilakukan untuk mengetahui jumlah responden 

berdassarkan umur yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun deskripsi 

responden berdasarkan umur, sebagaimana pada tabel 4.2. berikut: 

Tabel 4.2. 
 

Deskripsi Responden Berdasarkan Umur 

Umur 
Jumlah Responden 

(Orang) 

Persentase 

(%) 

20 – 30 8 19,51 

31 – 40 17 41,46 

41 – 50 12 29,27 

51 – 60 3 7,32 

61 – 70 1 2,44 

Jumlah 41 100 

Sumber : Data Primer diolah, 2022 

 

Deskripsi responden berdasarkan umur yaitu dimana responden yang 

berumur 20 – 30 tahun sebanyak 8 orang atau  19,51%  responden, yang berumur 

31  –  40 tahun  yaitu  17 orang  atau 41,46%,  sebanyak  12  orang responden atau 

 

29,27% yang  berumur  41  – 50, sebanyak  3 orang  responden atau  7,32%   yang 

 

berumur 51 – 60 dan sebanyak 1 orang atau 2,44% responden yang berumur 61 – 

70 dari jumlah 41 responden yang terlibat dalam pengisian kuesioner. 



49  

 

 

Dari sisi umur responden di atas, menunjukkan bahwa adanya sifat 

kejujuran, seorang responden dalam hal menilai aktivitas pengelolaan dana desa 

yang ada pada Desa Dulomo. Karena secara teori, umur merupakan  adanya 

tingkat kedewasan seseorang dalam menilai sesuatu sesuai dengan  kenyataan 

yang terjadi. 

 

4.2.3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

 

Deskripsi responden dilakukan untuk mengetahui jumlah responden 

berdasarkan pekerjaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Adapun 

deskripsi responden berdasarkan pekerjaan sebagaimana pada tabel 4.3. berikut: 

Tabel 4.3. 

Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah Reponden 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Kepala Desa 1 2,44 

Sekretaris Desa 1 2,44 

Bendahara 1 2,44 

Aparat Desa 12 29,27 

Tokoh Agama 4 9,76 

Tokoh Pendidik 7 17,07 

Tokoh Adat 5 12,20 

BPD 6 14,63 

Kepala Dusun 4 9,76 

Jumlah 41 100 

Sumber : Data Primer diolah, 2022 

 

Pada tabel di atas, menggambarkan terdapat adanya variasi pekerjaan yang 

dijadikan sebagai responden, dimana 1 orang kepala desa atau 2,44% dari 41 

responden, 1 orang sekretaris desa atau 2,44% dan bendahara 1 orang kepala desa 
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atau 2,44%. Adapun aparat desa yang jumlahnya sebanyak 12 orang atau 29,27% 

dilibatkan semua sebagai responden dengan alasan merupakan satu kesatuan yang 

memahami dan mengetahui penggunaan dana desa. Unsur lain yang terlibat dalam 

pemantauan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pelaksanaan 

alokasi dana desa yaitu sebanyak 22 orang, disamping sebagai karena 

ketokohannya juga dianggap sebagai responden yang mampu menilai pengelolaan 

dana desa secara objektif sehingga keterlibatannya dianggap sebagai perwakilan 

jawaban dari masyarakat Dulomo secara representatif. Dari 22 orang responden 

yang dimaksud secara rinci yaitu tokoh agama sebanyak 4 orang atau 9,76%, 

tokoh pendidik sebanyak 7 orang atau 17,07%, tokoh adat sebanyak 5 orang atau 

12,20% dan BPD sebanyak 6 orang atau 14,63% serta kepala dusun sebanyak 4 

orang atau 9,76%. 

 

4.2.4. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

Deskripsi responden dilakukan untuk mengetahui jumlah responden 

berdasarkan pendidikan terakhir yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

Adapun deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir pada tabel 4.4. 

berikut: 

Tabel 4.4. 

Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Jumlah Reponden 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Sekolah Dasar/Sederajat 3 7,32 

SLTP/Sederajat 5 12,20 

SLTA/Sederajat 14 34,15 

Diploma 2 4,88 

Strata 1 (Sarjana) 17 41,46 
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Strata 2 (Magister) 0 0,00 

Strata 3 (Doktor) 0 0,00 

Jumlah 41 100 

Sumber : Data Primer diolah, 2022 
 

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh 

responden bervariasi, yang mana 3 orang responden yang tingkat pendidikannya 

tamat Sekolah Dasar/sederajat atau 7,32% dari 41 responden, 5 orang responden 

yag memiliki tingkat pendidikan SLTP/Sederajat atau 12,20%, dan 14 orang atau 

34,15% responden yang tamat SLTA/Sederajat, Dipoloma sebanyak 2 orang atau 

4,88% responden, responden yang tingkat pendidikan Strata Satu atau 41,46% 

sebanyak 17 responden. Dan belum ada yang memiliki tingkat pendidikan Strata 2 

atau Strata 3. 

Dengan melihat tingkat pendidikan yang dimiliki responden dimana 

didominasi oleh yang tingkat pendidikannya Sarjana (Strata 1) hal ini menguatkan 

hasil penelitian ini bahwa dalam hal pengelolaan dana desa di Desa Dulomo 

Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato sesuai dengan kondisi ril yang 

terjadi. 

 

4.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Dalam penelitian ini jumlah seluruh pernyataan yaitu sebanyak enam butir atau 

item dan setiap item pernyataan telah direspon oleh 41 orang yang dijadikan 

sebagai responden dalam penelitian ini dan selanjutnya dilakukan analisis 

deskriptif persepsi responden dengan maksud untuk memberikan gambaran atas 
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item-item pernyataan yang diajukan. Dalam penelitian ini terdapat enam indikator 

pernyataan yang diberikan lima skor, Skor jawaban adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 
Tabel 4.5 

. 

Rentang Skala Pengukuran terhadap Skor Item 

Range Kategori Simbol Skor 

177  -  210 = Sangat Efektif SE 5 

143  -  176 = Efektif E 4 

109  -  142 = Kurang Efektif KE 3 

75  -  108 = Tidak Efektif TE 2 

41  -  74 = Sangat Tidak Efektif STE 1 

Sumber : Data Diolah, 2022 

 

Adapun deskripsi jawaban responden untuk setiap pernyataan pada masing- 

masing indikator dapat dilihat pada penjabaran berikut: 

 

4.3.1. Analisis Deskriptif Indikator Kejelasan Sasaran Yang Ingin Dicapai 

 

Dalam penelitian ini analisis deskriptif yang digunakan yakni tanggapan 

responden, bobot, frekuensi, skor dan persentase. 

Tabel 4.6 

 

Tanggapan responden tentang kejelasan sasaran yang ingin dicapai 

Tanggapan Responden Bobot Frek. Skor Persentase 

Sangat Efektif 5 18 90 43,90 

Efektif 4 22 88 53,66 
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Ragu-ragu 3 1 3 2,44 

Tidak Efektif 2 0 0 0 

Sangat Tidak Efektif 1 0 0 0 

Jumlah 41 181 100 

Sumber: Data diolah, 2022 
 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden 

tentang adanya kejelasan sasaran pengelolaan dana desa di Desa Dulomo 

Kecamatan Patilanggio Kabupaten pohuwato sebagai tugas yang akan 

dilaksanakan di desa oleh Kepala desa, aparat desa termasuk masyarakat yaitu 

sebanyak 18 responden yang menyatakan sangat efektif atau 43,90% dengan skor 

90, responden yang menjawab efektif sebanyak 22 orang atau 53,66% dengan  

skor 88, yang menjawab ragu-ragu sebanyak 1 responden atau 2,44% dengan skor 

1. Adapun total skor pada item ini yaitu sebesar 181. Dengan demikian, maka 

item ini masuk pada kategori sangat efektif. 

Tabel 4.7 
 

Tanggapan responden tentang kejelasan strategi perwujudan sasaran 

Tanggapan Responden Bobot Frek. Skor Persentase 

Sangat Efektif 5 11 55 26,83 

Efektif 4 19 76 46,34 

Ragu-ragu 3 7 21 17,07 

Tidak Efektif 2 4 8 9,76 

Sangat Tidak Efektif 1 0 0 0 

Jumlah 41 160 100 

Sumber: Data diolah, 2022 

 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden 

tentang terwujudnya strategi sasaran pengelolaan dana desa di Desa Dulomo 

Kecamatan Patilanggio Kabupaten pohuwato sebagai tugas yang telah 



54  

 

 

dilaksanakan oleh Aparat Desa termasuk Kepala Desa yaitu sebanyak 11 

responden yang menyatakan sangat efektif atau 26,83% dengan skor 55, 

responden yang menjawab efektif sebanyak 19 orang atau 46,34% dengan skor  

19, yang menjawab ragu-ragu sebanyak 7 orang atau 17,07% dengan skor 21 dan 

yang menjawab tidak efektif sebanyak 4 orang atau 9,76% dengan skor 8. Adapun 

total skor pada item ini yaitu sebesar 160. Dengan demikian, maka item ini masuk 

pada kategori efektif. 

 
 

Tabel 4.8 

 

Tanggapan responden tentang proses analisis dan perumusan kebijakan 

Tanggapan Responden Bobot Frek. Skor Persentase 

Sangat Efektif 5 6 30 14,63 

Efektif 4 27 108 65,85 

Ragu-ragu 3 3 9 7,32 

Tidak Efektif 2 5 10 12,20 

Sangat Tidak Efektif 1 0 0 0 

Jumlah 41 157 100 

Sumber: Data diolah, 2022 

 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden 

tentang efektivitas proses analisis dan perumusan kebijakan pengelolaan dana 

desa di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten pohuwato  yaitu 

sebanyak 6 responden yang menyatakan sangat efektif atau 14,63% dengan skor 

30, responden yang menjawab efektif sebanyak 27 orang atau 65,85% dengan  

skor 108, yang menjawab ragu-ragu sebanyak 3 responden atau 7,32% dengan 

skor 9. Dan yang menjawab tidak efektif sebanyak 5 orang atau 12,20% dengan 
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skor 10. Adapun total skor pada item ini yaitu sebesar 157. Dengan demikian, 

maka item ini masuk pada kategori efektif. 

Tabel 4.9 
 

Tanggapan responden tentang perencanaan dan penyusunan program 

Tanggapan Responden Bobot Frek. Skor Persentase 

Sangat Efektif 5 19 95 46,34 

Efektif 4 18 72 43,90 

Ragu-ragu 3 3 9 7,32 

Tidak Efektif 2 1 2 2,44 

Sangat Tidak Efektif 1 0 0 0 

Jumlah 41 178 100 

Sumber: Data diolah, 2022 

 

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden 

tentang perencanaan dan penyusunan program pengelolaan dana desa di Desa 

Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten pohuwato yaitu sebanyak 19 

responden yang menyatakan sangat efektif atau 46,34% dengan skor 95, 

responden yang menjawab efektif sebanyak 18 orang atau 43,90% dengan skor  

72, sebanyak 3 responden yang menyatakan ragu-ragu atau 7,32% dengan skor 9 

serta yang menjawab tidak efektif sebanyak 1 responden atau 2,44% dengan skor 

2. 

Tabel 4.10 
 

Tanggapan responden tentang adanya sarana dan prasarana kerja 

Tanggapan Responden Bobot Frek. Skor Persentase 

Sangat Efektif 5 16 80 39,02 

Efektif 4 24 96 58,54 

Ragu-ragu 3 1 3 2,44 

Tidak Efektif 2 0 0 0 

Sangat Tidak Efektif 1 0 0 0 

Jumlah 41 179 100 

Sumber: Data diolah, 2022 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka beberapa hal yang 

akan disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa semua aktivitas pengelolaan 

dana Desa Dulomo sudah efektif. Dengan demikian hipotesis yang berbunyi 

diduga bahwa pengelolaan dana desa di Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio 

Kabupaten Pohuwato belum efektif, ditolak. 

2. Adanya kejelasan sasaran pengelolaan dana desa di Desa Dulomo Kecamatan 

Patilanggio Kabupaten Pohuwato sebagai tugas yang akan dilaksanakan di desa 

oleh Kepala desa, aparat desa termasuk masyarakat merupakan indikator yang 

paling tinggi efektvitasnya, 

3. Efektivitas proses analisis dan perumusan kebijakan pengelolaan dana desa di 

Desa Dulomo Kecamatan Patilanggio Kabupaten pohuwato merupakan 

indikator yang paling kecil efektivitasnya. 

4. Terwujudnya strategi sasaran pengelolaan dana desa di Desa Dulomo 

Kecamatan Patilanggio Kabupaten pohuwato sebagai tugas yang telah 

dilaksanakan oleh Aparat Desa termasuk Kepala Desa. 

 

5.2. Saran 

 

Dari hasil kesimpulan di atas, maka disarankan: 

 

1. Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa selaku orang yang bertanggung 

jawab di Desa sekiranya betul-betul memperhatikaan masalah efektivitas 
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pengelolaan dana desa karena merupakan indikator yang paling rendah 

sementara perencanaan atau keinginan untuk mewujudkan hal tersebut sangat 

efektivitas sebagaimana point pertama pada kesimpulan di atas 

2. Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa selaku orang yang bertanggung 

jawab di Desa sekiranya tetap melibatkan warganya dalam hal melakukan 

kegiatan yang ada di desa terutama yang menyangkut masalah pengelolaan 

dana desa 

3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat desa agar tetap berperan serta dalam 

meningkatkan pembangunan yang ada di desa dan aktif mengikuti musrenbang. 

4. Diharapkan pada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang 

sama sekiranya menambahkan variabel yang ikut mempengaruhi efektivitas 

pengelolaan dana desa, misalnya indikator keterlibatan masyarakat dan 

penerapan fungsi manajemen dan lain-lain. 
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